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ABSTRAK 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi dalam 

implementasi program bantuan hukum gratis, baik dari perspektif hukum maupun praktis Metode yang 

digunakan yaitu  metode empiris, yaitu metode pengamatan yang dilakukan oleh indera manusia, 

sehingga metode yang digunakan itu juga dapat atau bisa diketahui serta juga diamati oleh orang lain. 

Metode ini dipilih karena penelitian ini akan menganalisis situasi yang sebenarnya terkait dengan 

implementasi program bantuan hukum gratis di Balikpapan. 

Program Bantuan Hukum Gratis di Balikpapan adalah inisiatif penting dalam menjaga prinsip-prinsip 

keadilan sosial, demokrasi, dan supremasi hukum di tengah masyarakat yang semakin kompleks. 

Program ini memiliki tujuan mulia, seperti mempromosikan akses yang setara ke sistem hukum, 

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka, dan menjaga integritas sistem hukum. 

Namun, pelaksanaannya tidak lepas dari sejumlah tantangan, termasuk keterbatasan dalam regulasi 

hukum, sumber daya manusia, pendanaan, manajemen data, dan kesadaran masyarakat. 

Dari perspektif yuridis, program ini harus mematuhi kerangka hukum yang berlaku di Indonesia, 

termasuk konstitusi dan peraturan hukum yang relevan. Selain itu, komitmen Indonesia terhadap 

perjanjian internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia juga harus diperhatikan dalam 

implementasi program ini. Prinsip-prinsip non-diskriminasi, keadilan, dan hak asasi manusia seharusnya 

menjadi panduan dalam pelaksanaan program bantuan hukum gratis di Balikpapan 

Kata Kunci: Bantuan Hukum, keadilan sosial, implementasi, masyarakat. 

 

ABSTRACT 

The formulation of the problem in this research is what obstacles and challenges are faced in 

implementing the free legal aid program, both from a legal and practical perspective 

The method used is the empirical method, namely the method of observation carried out by the human 

senses, so that the method used can also be known and observed by other people. This method was 

chosen because this research will analyze the actual situation related to the implementation of the free 

legal aid program in Balikpapan. 
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The Free Legal Aid Program in Balikpapan is an important initiative in maintaining the principles of 

social justice, democracy and the supremacy of law in an increasingly complex society. This program 

has noble goals, such as promoting equal access to the legal system, increasing people's awareness of 

their rights, and maintaining the integrity of the legal system. However, its implementation is not free 

from a number of challenges, including limitations in legal regulations, human resources, funding, data 

management and public awareness. 

From a juridical perspective, this program must comply with the legal framework applicable in 

Indonesia, including the constitution and relevant legal regulations. Apart from that, Indonesia's 

commitment to international agreements relating to human rights must also be taken into account in 

implementing this program. The principles of non-discrimination, justice and human rights should serve 

as guiding principles in the execution of the free legal aid program in Balikpapan 

Keywords: Legal Aid, social justice, implementation, community. 

 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hukum dan keadilan adalah fondasi utama dalam berfungsinya suatu negara. Hukum yang 

adil tidak hanya melindungi hak-hak individu tetapi juga memberikan kesempatan yang setara 

bagi setiap warga negara untuk mengakses dan berpartisipasi dalam sistem peradilan4. Namun, 

di banyak bagian dunia, termasuk Indonesia, masih banyak masyarakat yang menghadapi 

kendala finansial yang signifikan dalam memperjuangkan hak-hak mereka di dalam sistem 

peradilan. Beberapa dari mereka bahkan tidak mampu membayar biaya hukum dan tidak 

memiliki pengetahuan yang cukup untuk memahami proses hukum yang rumit. 

Untuk mengatasi ketidaksetaraan akses keadilan ini, banyak pemerintah di seluruh dunia 

telah meluncurkan program-program bantuan hukum gratis. Program-program ini bertujuan 

untuk memberikan layanan hukum yang berkualitas kepada masyarakat yang membutuhkan, 

terutama mereka yang kurang mampu secara finansial. Salah satu kota di Indonesia yang 

melaksanakan program bantuan hukum gratis adalah Balikpapan, yang merupakan kota yang 

terletak di Provinsi Kalimantan Timur.5 

Balikpapan, selain sebagai kota industri yang maju, juga menghadapi berbagai masalah 

hukum yang kompleks, seperti masalah kepemilikan tanah, konflik sosial, dan masalah 

ketenagakerjaan. Dalam konteks ini, program bantuan hukum gratis di Balikpapan memiliki 

peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa masyarakat setempat memiliki akses yang 

sama terhadap sistem peradilan, terlepas dari latar belakang ekonomi mereka. 

Saat ini, program-program bantuan hukum gratis di Balikpapan telah berjalan beberapa 

tahun, dan penting untuk mengkaji implementasinya secara yuridis. Evaluasi ini harus 

mencakup pemahaman tentang peraturan-peraturan yang mengatur program ini, sejauh mana 

efektivitasnya dalam memberikan akses keadilan, serta kendala dan tantangan yang dihadapi 

dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis 

yuridis tentang implementasi program bantuan hukum gratis bagi masyarakat di Balikpapan. 

Penelitian ini akan merinci aspek-aspek penting dari program tersebut, termasuk regulasi, 

pelaksanaan, dan dampaknya terhadap masyarakat penerima bantuan hukum. Hasil dari 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pemerintah, lembaga 

 
4 ‘Hukum Dan Keadilan - Kompasiana.Com’, accessed 3 September 2024, 

https://www.kompasiana.com/luck27/5563ffce197b61411930058a/hukum-dan-keadilan. 
5 ‘Warga Kaltim Bisa Dapatkan Bantuan Hukum Secara Gratis, Ini Penjelasannya’, accessed 3 September 2024, 

https://kaltim.suara.com/read/2021/03/29/135931/warga-kaltim-bisa-dapatkan-bantuan-hukum-secara-gratis-ini-

penjelasannya. 
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non-pemerintah, dan praktisi hukum dalam upaya untuk meningkatkan kualitas layanan hukum 

yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu di Balikpapan. Selain itu, penelitian ini juga 

akan membantu dalam memperjelas peran dan relevansi program-program bantuan hukum 

gratis dalam konteks sistem hukum yang lebih luas di Indonesia. 

Masyarakat miskin yang menghadapi masalah hukum harus menghadapi kenyataan 

bahwa kondisi sosial politik mereka telah menjadikan mereka tidak dapat mengakses 

bantuan hukum yang mereka butuhkan. Kemiskinan yang berakibat terhadap 

rendahnya taraf pendidikan dan pengetahuan menjadikan masyarakat tidak sadar akan 

hak-haknya. Namun, walaupun mereka sadar akan hak-hak ini tidak serta merta 

menjadikan mereka dapat mendapatkan keadilan yang mereka cari. Sistem hukum 

disediakan negara bagi mereka dianggap mahal, tidak mudah diakses dan jauh dari 

tempat tinggal mereka. 6  Ditambah lagi, saat ini hukum dianggap telah dikomersialisasi, 

sehingga masyarakat miskin tidak akan lagi mampu mendapatkan keadilan. Adanya mafia 

hukum di hampir setiap level instansi hukum ditambah lagi gambaran mengenai 

advokat yang dianggap mahal dengan tarif yang tidak akan mampu dibayar oleh 

masyarakat miskin yang penghasilannya hanya cukup untuk makan sehari-hari. 

Berkaitan dengan status mereka yang miskin, sistem bantuan hukum yang 

dibangun oleh negara juga tidak berpihak kepada masyarakat miskin yang harusnya 

menjadi sasaran bantuan hukum. Negara dinilai pasif dalam hal pemberian bantuan 

hukum bagi kelompok masyarakat miskin ini. Bantuan hukum dikonstruksikan dalam 

berbagai perundang-undangan hanya berfungsi jika masyarakat berhadapan 

dengan hukum di pengadilan, bahkan dalam kasus pidana hanya yang diancam hukuman 

lima tahun atau lebih yang bisa mendapatkan bantuan hukum yang mereka butuhkan tanpa 

diminta. 7  Negara tidak melihat bahwa dari hari ke hari masyarakat miskin menghadapi 

pelanggaran-pelanggaran hak-hak mereka dan mereka tidak bisa mendapatkan bantuan 

hukum karena negara tidak memasukkan jenis pelanggaran hak ini sebagai kasus yang 

bisa mendapatkan bantuan hukum. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Dalam rangka menganalisis implementasi program bantuan hukum gratis bagi masyarakat 

di Balikpapan, penelitian ini akan berfokus pada beberapa pertanyaan kunci sebagai berikut: 

1. Apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi program bantuan 

hukum gratis, baik dari perspektif hukum maupun praktis? 

 

C. METODE PENELITIAN  

Penelitian ini akan menggunakan metode empiris, yaitu  metode pengamatan yang 

dilakukan oleh indera manusia, sehingga metode yang digunakan itu juga dapat atau bisa 

diketahui serta juga diamati oleh orang lain. Metode ini dipilih karena penelitian ini akan 

menganalisis situasi yang sebenarnya terkait dengan implementasi program bantuan hukum 

gratis di Balikpapan. Berikut adalah langkah-langkah metodologi penelitian yang akan 

digunakan: 

1. Jenis Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, yang bertujuan 

untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi program bantuan hukum gratis di 

Balikpapan. 

 
6 Woodhouse, Andrea, Menciptakan Peluang Keadilan: Studi Atas Studi, 2004, hlm. 85. 
7 Pasal 55-56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
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2. Sumber Data: Data akan diperoleh melalui studi literatur, analisis dokumen hukum yang 

terkait dengan program, serta wawancara dengan berbagai pihak terkait seperti 

penyelenggara program, pengacara, dan masyarakat yang telah menerima bantuan hukum 

gratis. 

3. Teknik Pengumpulan Data: Data akan dikumpulkan melalui penelusuran berbagai 

dokumen peraturan, kebijakan, dan laporan pelaksanaan program bantuan hukum gratis. 

Wawancara akan dilakukan dengan responden yang memiliki pemahaman yang 

mendalam tentang program ini. 

4. Analisis Data: Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dengan 

mempertimbangkan aspek-aspek yuridis, efektivitas, dan kendala dalam implementasi 

program. Analisis akan mencakup perbandingan data dengan regulasi yang berlaku dan 

pandangan berbagai pihak terkait. 

 

Melalui metode ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang 

mendalam tentang program bantuan hukum gratis di Balikpapan, serta mengevaluasi sejauh 

mana program ini berhasil dalam memberikan akses keadilan kepada masyarakat yang 

membutuhkan dan mengidentifikasi upaya perbaikan yang mungkin diperlukan dalam 

implementasinya. 

 

D. Tinjauan Pustaka  

1. Tinjauan Umum Tentang Program Bantuan Hukum 

a. Pengertian Bantuan Hukum 

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum 

secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Bantuan hukum 

diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin dan memenuhi hak masyarakat atau 

kelompok masyarakat miskin untuk mendapatkan akses keadilan demi mewujudkan 

hak konstitusional semua warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan 

di dalam hukum. Penyelenggaraan bantuan hukum juga bertujuan untuk menjamin 

kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh 

wilayah Negara Republik Indonesia; dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, 

dan dapat dipertanggung-jawabkan. 

b. Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum 

Penerima Bantuan Hukum berhak: 

a.) Mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau 

perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan 

Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa; 

b.) Mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum 

dan/atau Kode Etik Advokat; 

c.) Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan 

pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Penerima Bantuan Hukum wajib: 

a.) Menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar 

kepada Pemberi Bantuan Hukum; 

b.) Membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.8 

 
8 ‘Tentang Bantuan Hukum – LEMBAGA BANTUAN HUKUM PALEMBANG’, accessed 3 September 2024, 

https://lbhpalembang.or.id/tentang-bantuan-hukum/. 
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2. Tinjauan Umum Keadilan Sosial 

Keadilan sosial yang berakar di Indonesia adalah konsep keadilan yang 

bersumber dari nilai-nilai luhur masyarakat yang diakui akan kebenarannya, lalu 

diwujudkan dalam kaidah dasar Negara, maka lahirlah Pancasila. Dengan demikian, 

keadilan sosial adalah cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia untuk membangun 

masyarakat secara lahir dan batin dalam berbagai bidang kehidupan. Konsep 

keadilan sosial yang diwujudkan dalam Pancasila sebagai dasar Negara, memberikan 

dua pandangan tentang, pertama, keadilan dalam membangun manusianya, artinya 

membangun jiwa dan raganya dengan pendidikan, nilai-nilai luhur, budi pekerti, 

moral, nilai religi dan nilai kesoalan sosial lainnya, pandangan ini sejalan dengan sila 

kemanusian yang adil dan beradab. Dan, kedua; keadilan memabangun bangsa dalam 

segala bidang kehidupan, yang ditunjukan untuk menciptakan pembangunan manusia 

yang bersendikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pandangan ini 

sejalan dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.9 

Keadilan sosial (social justice) oleh beberapa pakar memperkenalkannya 

dengan istilah yang berbeda-beda. Antara lain adalah Bur Rasuanto sering 

menggunakannya dengan istilah keadilan sosial di samping istilah keadilan 

distributif. Keadilan sosial digunakannya sebagai istilah umum, sedangkan istilah 

khususnya adalah keadilan struktural dan keadilan retributif yaitu keadilan yang 

berkaitan dengan kontrol terhadap pelaksanaan keadilan distributif.10 

3. Tinjauan Umum Implementasi 

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berati 

pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu 

kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi adalah sebuah 

rangkaian proses mengenai aktualisasi ide-ide tersebut diwujudkan dalam konsep, 

kebijakan serta inovasi yang diwujudkan dalam bentuk Tindakan-tindakan sehingga 

dihasilkan impilikasi yang berwujud ilmu pengetahuan, keterampilan juga tingkah laku 

yang dimiliki oleh seseorang. Setelah mengalamin proses implementasi, maka objek-objek 

yang dikenainya tersebut akan membentuk jaringan pengaruh yang bukan saja mengubah 

salah satu unsur, namum juga mengubah keseluruhan unsur, baik secara perlahan maupun 

menyeluruh. Dalam pengertian secara sederhana yang dimaksud dengan implemetasi 

adalah sebuah pelaksanaan atau penerapan, namun implementasi juga suatu proses yang 

dilakukan dalam rangka evaluasi atas aspek-aspek yang dikenainya. Implementasi dalam 

hal penerapan kebijakan menghubungkan antara tujuan-tujuan Nyang direncanakan dalam 

keberlangsungan sebuah kebijakan dengan realisasi yang dilakukan oleh para pembuat 

kebijakan. 

Pengertian implementasi diatas menjelaskan bahwa implentasi itu bukan sekedar 

aktivitas saja, tetapi juga kegiatan terencana yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh 

berdasarkan acuan-acuan yang direncanakan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu 

implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu 

terlaksananya suatu program. 

4. Tinjauan Umum tentang Masyarakat 

 
9 ‘Tinjauan Filosofis Tentang Keadilan Sosial Dalam Sistem Hukum Nasional - Neliti’, accessed 3 September 

2024, https://www.neliti.com/publications/330371/tinjauan-filosofis-tentang-keadilan-sosial-dalam-sistem-

hukum-nasional. 
10 Bur Rasuanto, ‘Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls Dan Habermas, Dua Teori Filsafat Politik 

Modern’, 2005, https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000794899651584. 
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Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah society yang berasal dari kata Latin 

socius yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab syaraka yang 

berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling 

bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat 

mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi. Definisi lain, 

masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat 

istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. 

Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu: 1) Interaksi 

antar warga-warganya, 2). Adat istiadat, 3) Kontinuitas waktu, 4) Rasa identitas kuat yang 

mengikat semua warga. 

Menurut Emile Durkheim (dalam Soleman B. Taneko, 1984: 11) bahwa masyarakat 

merupakan suatu kenyataan yang obyektif secara mandiri, bebas dari individu-individu 

yang merupakan anggota-anggotanya. Masyarakat sebagai sekumpulan manusia 

didalamnya ada beberapa unsur yang mencakup. Adapun unsur-unsur tersebut adalah:  

1. Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama; 

2. Bercampur untuk waktu yang cukup lama; 

3. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan;  

4. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. 

 

 

 

 

II. PEMBAHASAN 

A. Konsep Bantuan Hukum Gratis 

Konsep bantuan hukum gratis adalah salah satu pilar fundamental dalam sistem hukum yang 

menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial. Dalam kerangka hukum nasional dan internasional, 

bantuan hukum gratis didefinisikan sebagai layanan hukum yang diberikan kepada individu 

yang tidak mampu secara finansial untuk membayar biaya layanan hukum, sehingga mereka 

dapat mengakses sistem peradilan dan memperoleh perlindungan hukum yang adil. Konsep ini 

ditemukan dalam berbagai perjanjian internasional tentang hak asasi manusia, termasuk 

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB, yang mengakui hak setiap individu untuk 

diperlakukan secara adil di hadapan hukum, tanpa memandang status sosial atau ekonominya. 

Bantuan hukum gratis memiliki beberapa elemen kunci: 

1. Kesetaraan di Hadapan Hukum 

Salah satu prinsip dasar bantuan hukum gratis adalah kesetaraan di hadapan hukum.11 

Ini berarti bahwa setiap individu, tanpa memandang status ekonomi, sosial, atau 

kulturalnya, memiliki hak yang sama untuk diberikan bantuan hukum jika ia 

menghadapi masalah hukum atau perlindungan hukum. Prinsip ini mencerminkan 

konsep bahwa hukum harus diterapkan secara adil dan setiap individu harus memiliki 

kesempatan yang sama untuk mempertahankan hak-haknya di dalam sistem peradilan. 

2. Akses Keadilan 

Bantuan hukum gratis juga terkait erat dengan konsep akses keadilan. Akses keadilan 

adalah hak dasar setiap individu untuk mengakses sistem peradilan dan mendapatkan 

 
11 Moch Ichwan K, ‘Penerapan Asas Persamaan Di Hadapan Hukum Dalam Praktik Peradilan Pidana (Studi 

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 221/Pid.B/2019/PN.Bdg)’, Jurnal Vol. 1, No. 1 (2021). 
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perlindungan hukum yang adil.12  Tanpa akses yang memadai ke sistem peradilan, 

individu yang kurang mampu secara finansial dapat menjadi rentan terhadap 

ketidaksetaraan dalam perlindungan hukum. Oleh karena itu, bantuan hukum gratis 

berperan penting dalam memastikan bahwa akses keadilan tidak hanya menjadi hak 

formal, tetapi juga dapat diwujudkan secara efektif. 

3. Hak Asasi Manusia 

Konsep bantuan hukum gratis juga sangat terkait dengan hak asasi manusia, terutama 

hak untuk mendapatkan akses yang adil dan efektif terhadap sistem peradilan. Hak 

asasi manusia adalah hak-hak dasar yang diberikan kepada semua individu tanpa 

diskriminasi. Ini mencakup hak untuk diperlakukan secara adil oleh sistem peradilan 

dan hak untuk mendapatkan bantuan hukum jika diperlukan13. Dalam kerangka hak 

asasi manusia, bantuan hukum gratis dianggap sebagai langkah yang penting dalam 

melindungi dan menghormati hak-hak individu. 

Dalam konteks Indonesia, konsep bantuan hukum gratis diakui dalam Pasal 22F 

Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk 

memperoleh bantuan hukum jika ia tidak mampu membiayainya. Selain itu, undang-

undang dan peraturan daerah juga mengatur lebih lanjut mengenai implementasi 

program bantuan hukum gratis, termasuk kriteria penerima bantuan, jenis-jenis 

layanan yang disediakan, dan prosedur pelaksanaannya. 

Dengan demikian, konsep bantuan hukum gratis bukan hanya prinsip hukum, tetapi 

juga representasi dari komitmen suatu negara untuk memberikan perlindungan hukum 

yang adil kepada semua warganya, tanpa memandang latar belakang ekonomi atau 

sosial mereka. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar penting dalam analisis implementasi 

program bantuan hukum gratis di Balikpapan dan relevansinya dalam sistem hukum 

Indonesia. 

 

4. Subjek Hukum yang Bisa Mengajukan Bantuan Hukum 

Pemberian bantuan hukum harus sesuai dan tepat sasaran. Dalam artian bahwa orang 

yang mendapatkan bantuan hukum, sebagaimana tujuan dari pemberian bantuan 

hukum itu harus orang-orang yang sesuai dengan kriteria yang dimaksud dalam 

Undang-Undang. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Bantuan Hukum, yang berhak 

mendapatkan bantuan hukum yaitu sebagai berikut: 

a. Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi 

setiap orang atau kelompok miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara 

layak dan mandiri. 

b. Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, 

sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, 

dan/atau perumahan.  

Dalam undang-undang bantuan hukum, penerima bantuan hukum tidak disebutkan 

secara jelas. Namun, pada prinsipnya harus mengacu pada ketentuan sebagaimana 

yang dimaksudkan di dalam Pasal 5 undang-undang bantuan hukum tersebut. 

 
12 A. Raharjo and Rahadi Wasi Bintoro, ‘Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema Dalam Pemberian 

Bantuan Hukum), Mimbar Hukum Vol. 27 No. 3’, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2016, hlm. 435. 
13 S. H. Ruslan Renggong, Dyah Aulia Rachma Ruslan, and M. Kn SH, Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif 

Hukum Nasional (Prenada Media, 2021), 

https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=OC5EEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Dr.+Ruslan+Rengg

ong,+S.H.,+M.H.+Hak+Asasi+Manusia+dalam+Perspektif+Hukum+Nasional&ots=kYMwJbz9Or&sig=uFzVP

VpJvNKuDIFbFB9iuj2zHjw. 
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Sehingga secara menyeluruh, kriteria subjek penerima bantuan hukum adalah sebagai 

berikut: 

a. Orang yang memiliki masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha Negara, 

baik litigasi maupun non litigasi (mengacu pada Pasal 4 undang-undang bantuan 

hukum) 

b. Orang-orang yang hak-hak konstitusionalnya dilanggar oleh oknum penegak 

hukum. 

c. Orang-orang yang tidak mendapatkan akses untuk mendapatkan keadilan. 

d. Orang-orang yang teraniaya oleh karena masalah hukum yang sedang 

dihadapinya. 

Keempat kriteria ini bukan suatu syarat mutlak untuk mendapatkan bantuan hukum 

secara cuma-cuma. Sebab keempatnya harus tetap mengacu pada ketentuan dalam 

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang bantuan hukum, yaitu yang mendapatkan bantuan 

hukum adalah setiap orang atau kelompok yang benar-benar miskin, yang dibuktikan 

dengan persyaratan yang telah ditentukan. Negara mengakui adanya hak-hak dalam 

ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik bagi para fakir miskin, maka secara 

konstitusional orang miskin berhak untuk diwakili dan dibela baik didalam maupun 

diluar pengadilan (acces to legal counsel). Bantuan hukum bagi warga miskin termuat 

dalam Pasal 34 ayat (1) UUD'45. Jadi bantuan hukum adalah hak dari orang yang tidak 

mampu yang dapat diperoleh tanpa bayar (pro bono publico) sebagai penjabaran 

persamaan hak di hadapan hukum. Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945 bahwa 

negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan 

memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat 

kemanusiaan yang diatur dalam UUBH14 

5. Bantuan Hukum sebagai Jembatan Sosial 

Bantuan hukum gratis bukan hanya sekadar layanan hukum, tetapi juga merupakan 

sebuah jembatan sosial yang menghubungkan individu yang membutuhkan dengan 

sistem peradilan. Ini memiliki dampak yang lebih luas daripada sekadar memberikan 

bantuan hukum teknis; bantuan hukum gratis juga menciptakan peluang pendidikan 

hukum bagi masyarakat yang kurang akses terhadap pengetahuan hukum15. 

Dengan memahami hak-hak mereka dan proses hukum, individu yang menerima 

bantuan hukum gratis dapat lebih aktif dan berpartisipasi dalam keputusan-keputusan 

yang memengaruhi kehidupan mereka. Mereka juga dapat lebih memahami hak dan 

tanggung jawab mereka dalam masyarakat. Sebagai hasilnya, bantuan hukum gratis 

memiliki potensi untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat secara keseluruhan 

dan mengurangi ketidaksetaraan dalam akses terhadap pengetahuan hukum. 

6. Prinsip Kerahasiaan dan Kepentingan Klien 

Dalam pemberian bantuan hukum gratis, prinsip kerahasiaan sangat penting. Ini berarti 

bahwa informasi yang diberikan oleh klien kepada penyedia bantuan hukum harus 

dijaga dengan ketat dan tidak boleh dibagikan tanpa izin klien, kecuali dalam situasi-

situasi tertentu yang diatur oleh hukum. Prinsip ini menciptakan kepercayaan antara 

klien dan penyedia bantuan hukum, yang sangat penting dalam proses peradilan.16 

 
14 Iwan Wahyu Pujiarto, Syafruddin Kalo, and Edy Ikhsan, ‘Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan 

Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum’, Arena Hukum 8, no. 3 (2015): 318–41. 
15 Ahyar Ari Gayo, ‘Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin’, Jurnal Penelitian 

Hukum De Jure 20, no. 3 (2020): 409–33. 
16 ‘Bantuan Hukum Pengertian , Hak Dan Kewajiban’, Fakultas Hukum Terbaik di Medan Sumut, 15 May 2023, 

https://fahum.umsu.ac.id/bantuan-hukum-pengertian-hak-dan-kewajiban/. 
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Prinsip kepentingan klien juga harus dikedepankan. Hal ini berarti bahwa penyedia 

bantuan hukum harus bertindak sesuai dengan kepentingan terbaik klien mereka. 

Mereka harus memberikan nasihat hukum yang obyektif dan membantu klien dalam 

mengambil keputusan yang terbaik bagi mereka sendiri. Prinsip ini menjamin bahwa 

bantuan hukum gratis benar-benar menguntungkan individu yang membutuhkannya. 

7. Tantangan dalam Implementasi Bantuan Hukum Gratis 

Meskipun konsep bantuan hukum gratis sangat penting dalam memastikan akses yang 

adil terhadap sistem peradilan, implementasinya seringkali menghadapi sejumlah 

tantangan. Beberapa tantangan ini meliputi keterbatasan anggaran, kurangnya sumber 

daya manusia yang terlatih, dan kesulitan dalam mencapai masyarakat yang 

membutuhkan bantuan. Tantangan lainnya termasuk kompleksitas kasus-kasus 

hukum, kurangnya kesadaran tentang hak-hak hukum, serta potensi tekanan dari 

pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam kasus tersebut.  

Pemahaman yang mendalam tentang konsep bantuan hukum gratis dan prinsip-prinsip 

yang mendasarinya adalah kunci untuk mengatasi tantangan-tantangan ini. Dengan 

pemahaman ini, program bantuan hukum gratis dapat dirancang dan 

diimplementasikan secara lebih efektif, sehingga memberikan manfaat maksimal bagi 

individu yang membutuhkan. Dalam konteks penelitian ini, konsep-konsep ini akan 

menjadi dasar untuk menganalisis implementasi program bantuan hukum gratis di 

Balikpapan, termasuk sejauh mana program tersebut mematuhi prinsip-prinsip ini dan 

cara-cara untuk meningkatkan efektivitasnya. 

8. Implementasi Bantuan Hukum dan Analisis Yuridis 

Dalam upaya untuk mengimplementasikan program bantuan hukum di Balikpapan, 

langkah pertama yang harus diambil adalah pembuatan Peraturan Daerah (Perda) yang 

mengatur bantuan hukum gratis di tingkat daerah. Perda ini akan menjadi landasan 

hukum yang diperlukan untuk menjalankan program ini dengan jelas dan sesuai 

dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Peraturan Daerah ini harus mencakup 

berbagai aspek, seperti cakupan layanan yang akan disediakan, kriteria untuk menjadi 

penerima manfaat dan pelaksanaan. Dalam proses pembuatan Perda, perlu memastikan 

bahwa regulasi tersebut konsisten dengan prinsip-prinsip hukum nasional yang 

mengatur bantuan hukum, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. 

Selain memerhatikan hukum nasional, analisis yuridis juga harus memperhatikan 

standar hukum internasional terkait hak asasi manusia dan akses terhadap peradilan. 

Indonesia sebagai negara yang meratifikasi berbagai perjanjian internasional yang 

relevan, seperti Konvensi tentang Hak Sipil dan Politik Internasional, memiliki 

kewajiban untuk memastikan bahwa program bantuan hukum ini sejalan dengan 

standar internasional tersebut. Dalam konteks ini, analisis yuridis perlu memeriksa 

apakah program ini memenuhi kewajiban internasional yang berkaitan dengan hak-

hak dasar dan akses terhadap peradilan. 

Selanjutnya, penting untuk menekankan prinsip nondiskriminasi dan keadilan sosial 

dalam implementasi program bantuan hukum gratis di Balikpapan. Program ini harus 

dirancang agar tidak diskriminatif dan terbuka untuk semua individu, tanpa 

memandang suku, agama, ras, jenis kelamin, orientasi seksual, atau status sosial-

ekonomi. Prinsip ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum hak asasi manusia dan 

demokrasi yang mendasari konstitusi Indonesia. 

Dalam keseluruhan proses implementasi program bantuan hukum gratis di 

Balikpapan, analisis yuridis adalah langkah kunci yang akan membantu memastikan 
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bahwa program ini beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang relevan, baik 

di tingkat nasional maupun internasional, dan menjaga keadilan serta akses terhadap 

peradilan untuk seluruh masyarakat Balikpapan. 

 

B. Pengenalan Program Bantuan Hukum Gratis di Balikpapan 

Di tengah gejolak kompleksitas sosial, ekonomi, dan hukum yang mengiringi 

perkembangan perkotaan, Program Bantuan Hukum Gratis di Balikpapan muncul sebagai 

tonggak penting dalam upaya memahami dan menyeimbangkan aspek keadilan dalam 

masyarakat yang semakin maju. Terletak di Provinsi Kalimantan Timur yang makmur dan 

beragam, kota Balikpapan menjadi salah satu entitas yang menghadapi dinamika hukum yang 

semakin rumit dan beragam. Dalam konteks ini, program Bantuan Hukum hadir sebagai reaksi 

progresif terhadap kebutuhan mendesak akan pelayanan hukum yang merata, terjangkau, dan 

inklusif. Dalam mengakomodasi beragam tantangan hukum dan situasi yang berbeda di 

kalangan masyarakat, program ini mencerminkan keinginan pemerintah setempat untuk 

memastikan bahwa konsep abstrak dari keadilan tidak hanya menjadi kata-kata, tetapi juga 

menjadi kenyataan bagi semua warga negara di Balikpapan. 

Latar belakang pengenalan program ini mengacu pada sejarah panjang pembangunan 

hukum dan perubahan sosial di Balikpapan. Pemerintah kota ini secara tegas mengakui 

perlunya mengatasi ketidaksetaraan akses terhadap keadilan yang terkadang terkait dengan 

kondisi ekonomi dan sosial yang beragam di antara warganya. Program Bantuan Hukum, tidak 

hanya dilihat sebagai upaya untuk menutup kesenjangan ini, tetapi juga sebagai komitmen 

moral untuk memastikan bahwa semua individu, terlepas dari latar belakang mereka, memiliki 

kesempatan yang sama untuk mengakses pelayanan hukum yang berkualitas. Dengan demikian, 

pengenalan program Bantuan hukum di Balikpapan menjadi sebuah langkah penting menuju 

penguatan sistem hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan pembentukan masyarakat yang 

lebih sadar akan hak-hak hukum mereka. 

 

C. Latar Belakang Program Bantuan Hukum di Balikpapan 

Dalam menggali latar belakang Program Bantuan Hukum Gratis di Balikpapan, saya telah 

melakukan wawancara yang mendalam dengan seorang perwakilan dari Lembaga Bantuan 

Hukum yang telah berperan dalam mengawal perkembangan sosial dan hukum di wilayah ini. 

Dalam percakapan kami yang memadukan pengalaman sejarah dengan analisis kontemporer, 

mereka mengungkapkan bahwa inisiatif ini adalah hasil dari refleksi panjang atas perubahan 

sosial yang terus berlangsung di Balikpapan. 

Menurut narasi mereka, Kota Balikpapan telah mengalami transformasi yang luar biasa 

selama beberapa dekade terakhir. Sebagai salah satu pusat industri utama di Kalimantan Timur, 

pertumbuhan ekonomi yang cepat telah membawa konsekuensi yang signifikan dalam 

masyarakat. Mereka menjelaskan bahwa perkembangan ekonomi ini tidak selalu sejalan dengan 

distribusi yang adil dari manfaatnya. Beberapa lapisan masyarakat, terutama yang berada di 

bawah garis kemiskinan, sering kali menghadapi kesulitan yang besar dalam mengakses 

layanan hukum yang mahal. Perwakilan dari lembaga perserikatan sosialis menunjukkan bahwa 

fenomena ini menjadi alasan kuat di balik keputusan pemerintah setempat untuk mendirikan 

Program Bantuan Hukum sebagai langkah progresif dalam mendukung masyarakat yang 

memerlukan. 

Mereka juga menyoroti fakta bahwa Program Bantuan Hukum di Balikpapan memiliki akar 

historis yang dalam dalam semangat pemberian bantuan kepada yang membutuhkan. Mereka 

menyampaikan bahwa tradisi gotong-royong dan solidaritas sosial selalu menjadi bagian 

integral dari budaya masyarakat Balikpapan. Namun, dengan pertumbuhan kota dan perubahan 
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struktural yang menyertainya, tradisi ini perlu dipertahankan dan disesuaikan dengan tuntutan 

zaman. Inisiatif seperti Bantuan Hukum dianggap sebagai upaya untuk memadukan nilai-nilai 

sosial tradisional dengan kebutuhan praktis dalam masyarakat yang semakin modern. 

Dari sudut pandang lembaga perserikatan sosialis ini, Program Bantuan Hukum di 

Balikpapan juga adalah cerminan dari semangat inklusi sosial. Mereka menjelaskan bahwa hak 

akses terhadap keadilan harus diterjemahkan ke dalam tindakan konkret yang mencerminkan 

kepentingan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya sebagian kecil yang beruntung. 

Dalam analisis mereka, program ini mencerminkan komitmen moral dan etika keadilan yang 

menggugah hati dan memberikan bukti nyata bahwa pemerintah Balikpapan bersedia untuk 

membantu warganya mengatasi kendala-kendala yang terkait dengan masalah hukum. 

Sebagai rangkuman dari wawancara ini, latar belakang Program Bantuan Hukum di 

Balikpapan adalah hasil dari refleksi atas pertumbuhan ekonomi yang tidak selalu merata, 

tradisi sosial yang ingin dijaga, dan semangat inklusi sosial yang kuat dalam masyarakat. 

Program ini bukan hanya tentang memberikan bantuan hukum secara teknis, tetapi juga 

mencerminkan tekad untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, berlandaskan nilai-nilai 

keadilan, kesetaraan, dan gotong-royong. Dalam jurnal ini, kami akan menggali lebih dalam 

tentang bagaimana program ini mengatasi tantangan dan hambatan yang ada dalam usahanya 

untuk mewujudkan visi tersebut. 

 

D. Tujuan program bantuan hukum  

Program bantuan hukum adalah suatu inisiatif yang memiliki peran penting dalam menjaga 

prinsip-prinsip keadilan sosial dan demokrasi dalam sebuah masyarakat. Melalui wawancara 

yang mendalam dengan Lembaga bantuan Hukum, kita dapat merinci lebih lanjut mengenai 

tujuan program bantuan hukum yang mereka usung. 

Pertama-tama, tujuan program bantuan hukum adalah untuk menciptakan kesetaraan dalam 

akses terhadap sistem hukum. Di dalam sistem hukum yang kompleks, seringkali individu atau 

kelompok dengan sumber daya finansial yang terbatas merasa kesulitan untuk memperoleh 

bantuan hukum yang berkualitas. Dalam hal ini, program bantuan hukum hadir untuk 

menjembatani kesenjangan ini dengan memberikan akses yang lebih merata, sehingga hak-hak 

dasar setiap warga negara, seperti hak mendapatkan perlindungan hukum, dapat dijamin, tanpa 

memandang latar belakang ekonomi mereka. 

Selanjutnya, program ini juga memiliki misi penting untuk meningkatkan kesadaran 

masyarakat tentang hak-hak mereka dalam konteks hukum. Edukasi hukum adalah alat yang 

kuat dalam memberdayakan individu untuk memahami proses hukum, mengenali hak-hak 

mereka, dan berpartisipasi secara aktif dalam perjuangan untuk keadilan. Dengan menyediakan 

informasi dan pelatihan hukum kepada masyarakat, program bantuan hukum berkontribusi pada 

pemberdayaan individu dan kelompok dalam memahami, menggunakan, dan mempertahankan 

hak-hak mereka. 

Selain itu, program ini berusaha untuk menjaga integritas sistem hukum dengan 

mendorong transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas dalam layanan hukum. Dengan 

menyediakan advokasi bagi individu yang mungkin merasa terpinggirkan dalam proses hukum, 

program bantuan hukum juga berperan dalam menjaga supremasi hukum dan memastikan 

bahwa hukum diterapkan dengan adil dan setara bagi semua warga negara. 

Dalam konteks demokrasi, program bantuan hukum adalah penjaga prinsip-prinsip dasar 

demokrasi seperti keadilan, partisipasi aktif, dan perlindungan hak-hak individu. Melalui 

wawancara dengan perwakilan Lembaga Bantuan Hukum, kita dapat memahami bahwa tujuan 

mereka dalam program bantuan hukum adalah untuk menciptakan masyarakat yang lebih 

inklusif, adil, dan sadar akan hak-hak hukum mereka. Ini bukan hanya tentang memberikan 
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bantuan hukum kepada mereka yang membutuhkannya, tetapi juga tentang membangun fondasi 

yang lebih kuat untuk demokrasi yang berfungsi dengan baik dan memberdayakan seluruh 

warga negara untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses hukum dan perjuangan keadilan. 

Dengan demikian, program bantuan hukum adalah salah satu pilar penting dalam membangun 

masyarakat yang berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum.17 

 

E. Hambatan dan tantangan  

Implementasi program bantuan hukum gratis di Balikpapan menghadapi sejumlah kendala 

yang melibatkan aspek hukum dan praktis. Dari perspektif hukum, keterbatasan dalam 

peraturan hukum yang secara khusus mengatur bantuan hukum gratis di tingkat lokal atau 

regional dapat menjadi hambatan. Di Indonesia, undang-undang dasar, seperti UUD 1945, 

menjamin hak atas bantuan hukum bagi setiap warga negara. Namun, pelaksanaannya sering 

kali tergantung pada regulasi yang lebih rinci yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah atau 

badan hukum setempat. Oleh karena itu, kejelasan dalam peraturan dan regulasi setempat yang 

mendukung program bantuan hukum gratis sangat penting untuk memastikan implementasinya 

sesuai dengan hukum yang berlaku. 

Kemudian, dari segi praktis, terdapat sejumlah kendala yang perlu diatasi. Keterbatasan 

sumber daya manusia, seperti jumlah pengacara atau pekerja hukum yang bersedia terlibat 

dalam program ini, dapat membuat akses terhadap layanan tersebut menjadi terbatas. Di 

Balikpapan, kota yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur, kemungkinan terdapat tantangan 

khusus terkait dengan infrastruktur dan ketersediaan tenaga hukum yang cukup untuk 

memenuhi kebutuhan penduduk setempat. 

Selain itu, masalah pendanaan juga bisa menjadi hambatan serius. Mengelola program 

bantuan hukum memerlukan anggaran yang cukup untuk biaya operasional, pelatihan, dan 

pengembangan program. Dalam beberapa kasus, program bantuan hukum gratis mungkin 

mengandalkan pendanaan dari pihak swasta atau donatur, dan hal ini dapat menjadi tidak stabil 

atau tidak berkelanjutan dalam jangka panjang. 

Selanjutnya, pengelolaan data dan teknologi informasi juga menjadi tantangan praktis. 

Memastikan bahwa informasi klien yang rentan tetap aman dan terlindungi adalah prioritas 

utama. Hal ini melibatkan implementasi sistem teknologi informasi yang memadai dan 

kebijakan privasi yang ketat, sesuai dengan hukum perlindungan data yang berlaku. 

Terakhir, kesadaran masyarakat tentang ketersediaan program bantuan hukum gratis di 

Balikpapan juga bisa menjadi kendala. Beberapa individu mungkin tidak tahu bahwa layanan 

ini ada atau bagaimana cara mengaksesnya. Oleh karena itu, mempromosikan program bantuan 

hukum dan menciptakan kesadaran masyarakat tentang hak mereka untuk mendapatkan 

bantuan hukum gratis adalah langkah penting dalam mengatasi kendala ini. 

Dalam menghadapi sejumlah kendala ini, kerjasama yang kuat antara pemerintah daerah, 

lembaga hukum, LSM, dan masyarakat sipil di Balikpapan adalah kunci untuk memastikan 

bahwa setiap warga negara memiliki akses yang setara dan adil terhadap sistem hukum yang 

berlaku, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum.18 

 

F. Analisis yuridis  

Terkait dengan implementasi program bantuan hukum gratis di Balikpapan melibatkan 

pemahaman mendalam tentang kerangka hukum yang berlaku di Indonesia dan bagaimana 

program ini berada dalam konteks hukum yang lebih luas. Pertama-tama, penting untuk 

 
17 Wawancara dengan Perwakilan Lembaga Bantuan Hukum 
18 Wawancara dengan Perwakilan Lembaga Bantuan Hukum 
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mencatat bahwa konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, menyediakan dasar 

hukum yang kuat untuk hak atas bantuan hukum. Pasal 22E UUD 1945 secara tegas 

menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas keadilan yang diwujudkan dalam sistem 

peradilan." Ini mencakup hak untuk mendapatkan bantuan hukum jika diperlukan, terutama 

untuk mereka yang mungkin tidak memiliki sumber daya finansial yang cukup untuk 

mempekerjakan pengacara swasta. Oleh karena itu, program bantuan hukum gratis sesuai 

dengan prinsip-prinsip konstitusi yang mengakui hak dasar ini.19 

Selain itu, penting untuk mempertimbangkan kerangka hukum yang lebih spesifik terkait 

dengan bantuan hukum di tingkat daerah atau lokal, termasuk di Balikpapan. Pembuatan 

regulasi hukum yang tepat dan spesifik di tingkat daerah dapat memberikan panduan yang jelas 

untuk pelaksanaan program bantuan hukum gratis. Dalam hal ini, Balikpapan dapat merujuk 

kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang mengatur 

berbagai aspek bantuan hukum di Indonesia. Meskipun undang-undang ini tidak secara khusus 

mengatur program bantuan hukum gratis di tingkat daerah, prinsip-prinsip yang terkandung 

dalam undang-undang ini, seperti hak setiap warga negara untuk mendapatkan bantuan hukum, 

tetap relevan dan dapat dijadikan dasar untuk peraturan daerah yang mendukung program ini. 

Selain itu, dari segi hukum, program bantuan hukum gratis juga harus mematuhi peraturan-

peraturan lain yang berlaku, seperti hukum perlindungan data pribadi. Ini penting untuk 

memastikan bahwa informasi klien yang rentan yang mungkin terungkap dalam konteks 

bantuan hukum tetap aman dan terlindungi. Oleh karena itu, aspek-aspek teknis seperti 

pengelolaan data dan kebijakan privasi juga harus menjadi bagian integral dari implementasi 

program bantuan hukum gratis di Balikpapan. 

Dalam kerangka hukum yang lebih luas, implementasi program bantuan hukum gratis di 

Balikpapan juga harus dipandang sebagai bagian dari upaya yang lebih besar untuk 

menciptakan akses yang setara terhadap sistem peradilan. Ini konsisten dengan prinsip-prinsip 

demokrasi dan supremasi hukum yang merupakan dasar konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, 

program bantuan hukum gratis di Balikpapan, selain memenuhi persyaratan hukum, juga 

sejalan dengan misi yang lebih luas untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat memiliki 

kesempatan yang sama untuk mengakses keadilan dan mendapatkan perlindungan 

hukum.Analisis yuridis. 

Implementasi program bantuan hukum gratis di Balikpapan juga dapat dianalisis dari 

perspektif hukum internasional. Indonesia adalah negara yang telah meratifikasi berbagai 

perjanjian internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia, termasuk hak atas akses 

terhadap peradilan dan bantuan hukum. Keterlibatan Indonesia dalam perjanjian-perjanjian ini, 

seperti Konvensi tentang Hak Sipil dan Politik Internasional, menunjukkan komitmen negara 

terhadap standar internasional yang mengakui hak untuk mendapatkan bantuan hukum. 

Selanjutnya, perlu diingat bahwa program bantuan hukum gratis di Balikpapan harus 

memastikan bahwa akses terhadap layanan ini tidak diskriminatif. Prinsip-prinsip 

nondiskriminasi dalam hukum hak asasi manusia, baik di tingkat nasional maupun 

internasional, harus dijunjung tinggi. Ini berarti bahwa program ini harus tersedia untuk semua 

individu tanpa memandang suku, agama, ras, jenis kelamin, orientasi seksual, atau status sosial-

ekonomi. Keterlibatan pihak-pihak swasta atau LSM dalam program ini juga harus mematuhi 

prinsip-prinsip ini. 

Dalam kerangka analisis yuridis yang lebih mendalam, penting untuk menyadari bahwa 

hukum adalah instrumen penting untuk menciptakan masyarakat yang adil, setara, dan 

 
19 A. Patra M. Zen and Daniel Hutagalung, ‘Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia’, Jakarta, AusAid, YLBHI, 

PSHK Dan IALDF, 2006. 
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berlandaskan supremasi hukum. Implementasi program bantuan hukum gratis di Balikpapan 

harus selaras dengan nilai-nilai ini dan harus mengambil keseimbangan yang cermat antara hak 

dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat, serta mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum yang 

relevan. 

Terakhir, penting untuk mencatat bahwa analisis yuridis ini hanya merupakan satu aspek 

dari keseluruhan pemahaman terhadap implementasi program bantuan hukum gratis di 

Balikpapan. Seiring dengan aspek yuridis, program ini juga harus dipertimbangkan dari segi 

praktis, sosial, dan ekonomi, serta sejalan dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia 

yang mendasari konstitusi Indonesia. Dengan demikian, analisis yuridis ini menjadi salah satu 

dasar penting untuk memastikan bahwa program bantuan hukum gratis dapat memberikan 

manfaat maksimal kepada masyarakat Balikpapan dalam kerangka hukum yang sesuai dengan 

prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum. 

 

III. Penutup 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka disimpulkan, bahwa tantangan dan 

hambatan dari bantuan hukum gratis bagi Masyarakat adalah keterbatasan dalam peraturan 

hukum yang secara khusus mengatur bantuan hukum gratis di tingkat lokal atau regional dapat 

menjadi hambatan. Di Indonesia, undang-undang dasar, seperti UUD 1945, menjamin hak atas 

bantuan hukum bagi setiap warga negara. Namun, pelaksanaannya sering kali tergantung pada 

regulasi yang lebih rinci yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah atau badan hukum setempat. 

Kemudian keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi penghambatnya, seperti jumlah 

pengacara atau pekerja hukum yang bersedia terlibat dalam program ini, dapat membuat akses 

terhadap layanan tersebut menjadi terbatas. Di Balikpapan, kota yang terletak di Provinsi 

Kalimantan Timur, kemungkinan terdapat tantangan khusus terkait dengan infrastruktur dan 

ketersediaan tenaga hukum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduk setempat. 

Masalah pendanaan juga bisa menjadi hambatan serius. Mengelola program bantuan hukum 

memerlukan anggaran yang cukup untuk biaya operasional, pelatihan, dan pengembangan 

program. Dalam beberapa kasus, program bantuan hukum gratis mungkin mengandalkan 

pendanaan dari pihak swasta atau donatur, dan hal ini dapat menjadi tidak stabil atau tidak 

berkelanjutan dalam jangka panjang. 

 

B. Saran 

Bantuan hukum gratis bukan hanya sekadar layanan hukum, tetapi juga merupakan sebuah 

jembatan sosial yang menghubungkan individu yang membutuhkan dengan sistem peradilan. 

Ini juga menciptakan peluang pendidikan hukum bagi masyarakat yang kurang akses terhadap 

pengetahuan hukum. Dengan memahami hak-hak mereka dan proses hukum, individu yang 

menerima bantuan hukum gratis dapat lebih aktif dan berpartisipasi dalam keputusan yang 

memengaruhi kehidupan mereka. 

Meskipun konsep bantuan hukum gratis sangat penting dalam memastikan akses yang adil 

terhadap sistem peradilan, implementasinya sering menghadapi tantangan. Beberapa tantangan 

meliputi keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, kompleksitas 

kasus hukum, kurangnya kesadaran tentang hak-hak hukum, dan tekanan dari pihak-pihak yang 

memiliki kepentingan dalam kasus tersebut. 

Seluruh upaya ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan 

sadar akan hak-hak hukum mereka, memastikan bahwa prinsip-prinsip konstitusi dan prinsip-

prinsip hukum internasional dihormati, dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam akses yang 

setara terhadap sistem peradilan. 
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